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Abstract: This research  raises the issue of punishment imposed by the judges on Curup  District Court  Number  7 / Pid.Sus. 
Anak / 2016  / PN.Crp  to the child as the perpetrator of rape  accompanied by the murder  of the child victim. The purpose of 
this research  is to know the punishment and  basic consideration of judges panel  then  reviewed  from positive law and  Islamic 
law. This research  uses normative juridical legal method, with approach of Act, case approach and  conceptual approach. The 
method of collecting legal material  used  is literature  study  and  documentary study  then  analyzed  by normative descriptive. 
From the results of research  shows that the implementation of criminal punishment for perpetrators of rape coupled  murder  of 
children  in terms of positive law can be implemented by the panel  of judges by applying  Article 81 paragraph (1) of Law RI. 
35 Year 2014  About Amendment to Law no. 23 of 2002  in conjunction with Article 76D of RI Law. 35 of 2014  on Amend- 
ment to Law No. RI. Article 55 Paragraph (1) and (2) of the Indonesian Criminal Code  and Article 80 Paragraph (3) of RI Law 
No. 23 Year 2002  on Child Protection jo Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code  jo Article 65 Paragraph (1) and  (2) 
35 Year 2014  About Amendment to Law no. Law No. 23 Year 2002  on the Protection of Children  in conjunction with Article 
65 Paragraph (1) and  (2) of the Criminal Code  are cumulative. Whereas  in Islamic law the perpetrator may be subjected to a 
more  severe  crime (murder)  which is the murder  in which the perpetrator is assumed to have  committed  intentional  murder 
with the punishment of the principal in the form of diat and  kafarat, the substitution  of ta’zir and  the additional punishment of 
the inheritance and  will. Based  on the decision of the Curup  District Court Number  7 / Pid.Sus.Anak / 2016  / PN.Crp  that the 
perpetrators of rape are found to have proven  legally and convincingly guilty of intercourse with him or with others and place, 
let, participate in violence against children who causing the child to die so that the imprisonment is imposed for 10 (ten) years 
and  the training of each  work for 6 (six) months.  According to Islamic law the offender  may be punished by paying  diyat to 
the heirs of 100 (one hundred) camels or 200 (two hundred) cows or 2000  (two thousand) goats, freeing a slave or fasting two 
months  in a row and ta’zir . 




Abstrak: Penelitian ini mengangkat permasalahan hukuman yang dijatuhkan majelis hakim  pada Pengadilan Negeri Curup 
Nomor  7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp kepadaanak  sebagai  pelaku  perkosaan yang  disertai  pembunuhan   terhadap korban 
yang masih anak.  Tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengetahui hukuman dan dasar pertimbangan majelis hakim kemudian- 
ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, dengan pendekatan 
Undang-Undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah 
studi  kepustakaan dan  studi  dokumenter selanjutnya dianalisis  secara  deskriptif normatif.  Dari hasil penelitian  menujukkan 
bahwa  pelaksanaan pemberian hukuman pidana bagi pelaku  perkosaan dibarengi  pembunuhan terhadap anak  ditinjau  dari 
hukum positif dapat dilaksanakan oleh majelis hakim dengan menerapkan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun  2014 Tentang 
Perubahan Atas UU No. 23 Tahun  2002 jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun  2014 Tentang  Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 
2002  Tentang  Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) dan  (2) KUHP Dan Pasal 80 Ayat (3) 
UU RI No. 35 Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas UU No. 23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) 
dan  (2) KUHP secara  kumulatif.  Sedangkan dalam  hukum  Islam pelaku  tersebut  dapat dikenakan kejahatan (jarimah)  yang 
lebih berat yaitu pembunuhan dimana pelaku dianggap telah melakukan pembunuhan menyerupai sengaja  dengan hukuman 
pokok  berupa diat dan  kafarat,hukuman pengganti berupa ta’zirdan  hukuman tambahan berupa pencabutan hak waris dan 
wasiat. Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Curup  Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Crp  bahwa  para pelaku perkosaan 
dinyatakan telah terbukti secara  syah dan  meyakinkan bersalah  melakukan persetubuhan dengannya atau  dengan orang  lain 
dan  menempatkan, membiarkan, turut  serta  melakukan kekerasan terhadap anak  yang  menyebabkan anak  mati  sehingga 
dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh)  tahun  dan pelatihan kerja masing-masing selama 6 (enam)  bulan. Menurut hu- 
kum Islam pelaku dapat di hukum membayar diyat kepada ahli waris berupa 100 (seratus) ekor unta atau 200 (dua ratus) ekor 
sapi atau  2000  (dua ribu) ekor kambing,  memerdekakan seorang  budak  atau  berpuasa dua bulan  berturut-turut  dan ta’zir. 





Dalam  syari’at  Islam,   tuntunan dan  pola  hidup 
yang lengkap dan mencakup semua  aspek kehidupan 
manusia dan  jangkauannya tidak  hanya  mencakup 
urusan  dunia tetapi juga akhirat,  memandang bahwa 
perkosaan  merupakan  suatu   kejahatan  dan   orang 
yang  melakukan perkosaan dianggap sama  dengan 
melakukan zina.  Hukumannya pun  disamakan den- 
gan hukuman bagi pelaku  zina. Zina adalah perbua- 
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merupakan bagian  dari  perbuatan-perbuatan haram 
dan   dosa   besar   serta  berakibat   adanya  hukuman 
hadd.1  Hukuman bagi pelaku  zina adalah didera  se- 
ratus  kali, diasingkan selama  2 tahun  atau  dirajam. 
Hukumanhad  bagi   pelaku   zina   adalah  hukuman 
yang ditetapkan oleh Allah Swt. Karenaitu pemberian 
hukuman itu terkandung suatu  manfaat, sebab  hu- 
kuman   akan  mencegah perbuatan-perbuatan dosa, 
penangkal kemaksiatan dan  menghindari seseorang 
dari  perbuatan terlarang.   Hukuman  merupakan  ja- 
minan  keamanan, yakni  jaminan  keselamatan  jiwa, 
harta  benda, keturunan, akal dan agama. 
Perkosaan merupakan kejahatan kemanusiaan 
yang   harus   diganjar   dengan  hukuman  yang   be- 
rat  apalagi  perkosaan itu  dilakukan  terhadap anak 
dibawah umur  dan  disertai  dengan membunuh kor- 
bannya.Sepantasnya hukuman yang  diberikan  tidak 
hanya   hukuman karena   tindakan perkosaan  tetapi 
diakumulasikan dengan hukuman tindakan pem- 
bunuhan. 
Berkaitan  dengan hal tersebut,   penulis tertarik un- 
tuk meneliti kasus perkosaan yang menimpa seorang 
anak  yang  bernama Yuyun  yang  terjadi  pada  tang- 
gal 2 April 2016  di desa  Kasie Kasubun  Kecamatan 
Padang Ulak Tanding  Kabupaten Rejang Lebong 
Provinsi  Bengkulu.  Yuyun  yang  masih  berumur 14 
tahun  diperkosa oleh 14 orang  secara bergiliran yang 
didahului oleh kekerasan. Sebelum  diperkosa korban 
dipukul lalu pingsan,  dalam  keadaan pingsan  pelaku 
mengikat  kaki  dan  tangannya  kemudian diperkosa 
bergiliran oleh 14 (empat  belas) orang,  masing-mas- 
ing memperkosa 2 (dua)  kali.Jadi  korban  diperkosa 
sebanyak 24  (dua  puluh  empat)   kali  hingga  mati. 
Jenazah korban  ditinggalkan  begitu saja oleh pelaku 
dan     ditemukan tiga hari kemudian dalam  keadaan 
jenazah  tanpa  busana, tubuh   penuh memar  dan  be- 
berapa bagian  tubuh  mengeluarkan ulat  belatung.7 
(tujuh)    orang  pelaku    berusia  antara 16-17  tahun, 
telah  dilakukan  proses  hukum  di Pengadilan  Negeri 
Curup  secara  terpisahdari 7 pelaku  lainnya  dan  su- 
dah  diponis  bersalah,  masing-masing mendapat hu- 
kuman  10  tahun  penjara dan  kewajiban   mengikuti 
pelatihan  kerja  selama   6  bulan.Sedangkan  pelaku 
lain berjumlah 7 orang  berusia  diatas  18  tahun  se- 
dang menjalani proses hukum. 
Kasus ini telah menyita    perhatian masyarakat 
Indonesia dan  menjadi  isu nasional.  Banyak  tokoh- 
tokoh   nasional   dan   menteri   yang   berkunjung  ke 
rumah  korban, sejumlah    lembaga yang bergerak 
dibidang   perlindungan  anak   dan   lembaga  sosial, 
tokoh  masyarakat, para  intlektual  menyatakan kep- 
erihatinan secara  nasional  baik  melalui  media  cetak 
 
 
1Alhafizh Ibn Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, terj. Muhammad Mac- 
fuddin Aladib, (Semarang:  PT Karya Toha Putra, 1995), h. 624. 
dan elektronik maupun media  sosial, mahasiswa 
melakukan demonstrasi yang  pada  intinya  meminta 
majelis  hakim  menghukum pelaku  dengan seberat- 
beratnya. Bahkan  presiden  Republik  Indonesia Joko 
Widodo  telah  menerbitkan PERPU  Nomor  1 Tahun 
2016  Tentang  Hukuman Kebiri bagi pelaku kejahatan 
seksual   terhadap anak  agar  menimbulkan efek jera 
bagi pelaku dan kejahatan tersebut  tidak terulang  lagi 
pada  masa  yang akan datang. 
Penulis   hanya   mengkaji   keputusan  Pengadilan 
Negeri Curup  terhadap pelaku  7 (tujuh)  orang  yang 
berusia  16-17  tahun  dimana vonis  yang  dijatuhkan 
kepada pelaku  berupa hukuman penjara 10  tahun 
ditambah pelatihan kerja selama  6 (enam)  bulan. 
Dengan  hukuman 10 tahun  penjara bagi pelaku  pe- 
merkosa  Yuyun, sejumlah  kalangan masyarakat teru- 
tama  keluarga  korban  termasuk  penulis  merasa  bah- 
wa hukuman tersebut  masih terlalu ringan dan belum 
memenuhi rasa  keadilan.Hakim hanya  menerapkan 
Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang Undang RI No 
35 Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas Undang  Un- 
dang  No 23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak 
Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) 
dan  (2) KUHP dan  Pasal  80 ayat  (3), Jo Pasal  76 C 
Undang  Undang  RI No 35 Tahun  2014   Tentang  Pe- 
rubahan Atas Undang  Undang  RI No 23 Tahun  2002 
Tentang  Perlindungan Anak dengan masa  hukuman 
pelatihan kerja tidak maksimal. 
Seharusnya penuntut umum  bisa  mendakwakan 
pelaku  dengan Pasal  71  angka  (1) huruf  d Undang- 
Undang  Nomor 11 Tahun  2012  Tentang  Sistem Pera- 
dilan  Pidana Anak  dengan ancaman maksimal  seh- 
ingga hakim bisa memutuskan hukuman bagi pelaku 
menjadi  10 tahun  penjara ditambah pidana pelatihan 
kerja 1 (satu) tahun  atau  pembinaan dalam  lembaga 
24  (dua  puluh  empat)  bulan.Hakim tidak  memper- 
timbangkan bahwa  korban merupakan anak dibawah 
umur,  akibat  trauma dan  penderitaan phsikis  yang 
dialami  keluarga  serta  keresahan masyarakat secara 
nasional.Bahkan hakim bisa membuat terobosan hu- 
kum  dalam  memutuskan perkara   dengan memper- 
timbangkan hal-hal diluar ketentuan hukum yang ada 
sesuai dengan keyakinan  dan  hati nuraninya dengan 
menggali,   mengikuti  dan  memahami nilai-nilai  hu- 
kum dan  rasa keadilan  yang hidup  dan  berkembang 
didalam  masyarakat,2  sebagaimana amanah yang 
terkandung pada   Pasal  28  Undang-undang  Nomor 
14 Tahun  1970  Tentang  Kekuasaan Kehakiman.Mis- 
alnya,  bila melihat  cara  pelaku  memperkosa korban 
yang  masih  anak  dibawah umur  didahului dengan 
kekerasan,  diperkosa  sebanyak  14   (empat   belas) 
orang  masing-masing 2 (dua)  kali dengan cara  yang 
 
 
2Abdul  Manan,  Etika  Hakim  Dalam  Penyelenggaraan Peradilan  (Ja- 
karta: Rajawali Press, 2007) h. 143
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sangat  biadab kemudian korban  dibunuh, hakim  da- 
pat  saja menganggap bahwa  pelaku  tidak lagi dikat- 
egorikan  anak dengan mempertimbangkan aspek 
psikologis  pelaku  dan  perbuatan pelaku  yang  sama 
dengan orang  dewasa. 
Bila  dilihat  dari  sisi hukum   Islam,  maka  pelaku 
perkosaan disertai pembunuhan itu dapat dijatuhi 
hukuman diyatdan kifaratserta  hukuman ta’zirkarena 
pembunuhan mirip sengaja,  mengingat   menurut hu- 
kum  Islam  pelaku  dengan umur  16-17  tahun  tidak 
lagi tergolong  anak-anak. Dia sudah  dianggap dew- 
asa sebagai  seorang  mukallaf dan  bertanggungjawab 
dengan perbuatannya.Bahkan, menurut hukum Islam 
bila seseorang masih  anak-anak (dibawah 15 tahun) 
bila melakukan kejahatan karena  kelalaian dari orang 
tuanya  maka orang tua anak itu dapat dikenakan 
hukuman. Disini,  hukum   Islam  dapat dijadikan   al- 
ternatif  hukum  dalam  rangka  memenuhi rasa  keadi- 
lan baik korban  maupun masyarakat karena  hukum 
Islam  merupakan hukum  suci dari  Allah Swt   yang 
mempertimbangkan semua  aspek  kemanusiaan seh- 
ingga  dapat memenuhi rasa   keadilan  sejati.   Inilah 
yang mendorong  penulis untuk meneliti hukuman 
pelaku    perkosaan disertai  pembunuhan oleh   anak 
ditinjau dari hukum  pidana dan hukum   Islam (Anali- 
sis Putusan Pengadilan Negeri  Curup  Nomor  7/Pid. 
Sus.Anak/2016/PN.Crp).Hal yang  menarik  perhatian 
penulis  adalah yang  menjadi  korban  perkosaan  dis- 
ertai pembunuhan ini masih tergolong  anak  dibawah 
umur.Korban masih tergolong  anak-anak yang secara 
khusus  dilindungi  menurut Undang-undang.Oleh se- 
bab itu, perbuatan pelaku memperkosa disertai mem- 
bunuh   dengan menyiksa  secara  keji terhadap anak 
dibawah umur harus  diganjar  dengan hukuman yang 
berat  sebagaimana diatur  dalam  beberapa Undang- 
undang dan peraturan yang ada. 
 
Rumusan Masalah. 
1.   Bagaimana hukuman pelaku  perkosaan disertai 
pembunuhan oleh  anak  menurut hukum  positif 
dan hukum  Islam ? 
2.   Bagaimana Keputusan  Pengadilan Negeri  Curup 
Nomor  7/Pid.Sus.Anak/2.016/PN.Crpditinjau dari 
hukum  posisitif dan hukum  Islam ? 
 
Tujuan Dan Kegunaan Penelitian. 
1) Untuk mengetahui hukuman pelaku perkosaan 
disertai pembunuhan oleh anak  menurut  hukum 
positif  dan hukum  Islam. 
2)  Untuk  menganalisis keputusan  Pengadilan  Neg- 
eri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2.016/PN.Crp. 
menurut hukum  positif dan hukum  Islam. 
 
Kerangka Teori. 
1.          Ketentuan hukuman. 
a.  Pengertian hukuman. 
Istilah hukuman berasal  dari  kata  straf (Belanda) 
yang merupakan istilah yang sering digunakan seba- 
gai sinonim  dari istilah pidana.Istilah hukuman yang 
merupakan umum  dan  konvensional, dapat mempu- 
nyai  arti yang  luas dan  berubah-ubah karena  istilah 
tersebut  dapat berkonotasi dengan bidang  yang  cu- 
kup luas.Hukuman (bahasa Inggris: punishment) ada- 
lah sebuah cara  untuk  mengarahkan sebuah tingkah 
laku  agar  sesuai  dengan tingkah  laku  yang  berlaku 
secara  umum.3 
Menurut  Tirtaamidjaja,  bahwa   hukuman adalah 
suatu  penderitaan, yang  dikenakan oleh  hakim  ke- 
pada  si terhukum karena  melanggar  suatu norma 
hukum.4 
Dari definisi yang  telah  dikemukakan diatas,  sub- 
stansidari   hukuman  atau   pidana  menurut  hukum 
positif adalah suatu  penderitaan atau  nestapa, atau 
akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang 
diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang 
kepada seseorang yang  cakap  menurut hukum  yang 
telah melakukan perbuatan atau  peristiwa pidana. 
Menurut   Islam,  istilah  hukuman  dalam   bahasa 
arab   disebut     ‘uqubah.  Lafadz    ‘uqubah  menurut 
bahasa  berasal   dari  kata    ΐϗΎϋ  yang   sinonimnya 
ϪΒϘόΑ˯ΎΟϮϬϬϔϠΧ artinya mengiringnya dan datang 
dibelakangnnya. Dalam  pengertian yang  agak  mirip 
dan  mendekati pengertian istilah,  barangkali   lafadz 
tersebut  bisa  diambil  dari  lafadz   ΐϗΎϋ yang  sinon- 
imnya artinya membalasnya sesuai dengan apa  yang 
dilakukannya. 
Menurut Abdul Qadir Audah pengertian hukuman 
adalah sebagai  berikut : 
 
ΔΑϮϘόϟ΍ ϲϫ ϰϠϋΔϋΎϤΠϟ΍ΔΤϠμϤϟέήϘϤϟ΍˯΍ΰΠϟ΍ ϥΎϴμϋ ωέΎθϟ΍ήϣ΍ 
“Hukuman adalah  pembalasan  yang  ditetapkan 
untuk  memelihara kepentingan  masyarakat,  kar- 
ena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan 
syara”.5 
 
Dari  definisi  tersebut   dapatlah dipahami bahwa 
hukuman dalam   Islam  adalah salah  satu  tindakan 
yang  diberikan  oleh  syara’  sebagai  pembalasan atas 
perbuatan yang melanggar  ketentuan syara’, dengan 
tujuan  untuk memelihara ketertiban  dan  kepentingan 







3Niniek  Suparni,  Existensi Pidana   Denda  dalam  Sistem  Pidana   dan 
Pemidanaan, cet. ke-1, (Jakarta:  Sinar Grafika, 1996), h. 11 
4Tirtaamidjaja,  Pokok-pokok  Hukum Pidana,  (Jakarta:  Fusco, 1955), h. 
122. 
5Ahmad  Hanafi,  Asas-asas  Hukum  Pidana  Islam, (Bulan  Bintang:  Ja- 
karta 1986)h.  245




b. Tujuan  hukuman. 
Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan  hukuman 
biasa  disingkat  dengan tiga R dan  satu  D. Tiga R itu 
ialah reformation, restraint dan retribution,  sedangkan 
satu D ialah deterrence.6 
Reformation berarti memperbaiki atau  mereha- 
bilitasi penjahat menjadi  orang baik dan berguna bagi 
masyarakat. Masyarakat  akan  memperoleh keuntun- 
gan dan  tiada  seorangpun yang merugi jika penjahat 
menjadi  baik. 
Restraint    maksudnya   mengasingkan   pelanggar 
dari  masyarakat. Dengan   tersingkirnya  penjahat  itu 
dari masyarakat, maka  masyarakat itu akan  menjadi 
lebih aman. 
Retributin ialah pembalasan terhadap pelanggar 
karena  telah melakukan kejahatan. 
Detterrence berarti  menjera  atau  mencegah seh- 
ingga baik terdakwa  sebagai individual maupun orang 
lain yang  potensial  menjadi  penjahat akan  jera atau 
takut   untuk   melakukan  kejahatan,  melihat   pidana 
yang dijatuhkan kepada terdakwa. 
Tujuan   hukumandalam  Islam  adalah  menegak- 
kan   keadilan   berdasarkan  kemauan  pencipta  ma- 
nusia  (Allah Swt)  sehingga  terwujud  ketertiban   dan 
ketentraman masyarakat.Karena itu,   putusan hakim 
harus memenuhi rasa keadilan  agar dipatuhi  oleh 
masyarakat.  Masyarakat   yang   patuh   pada   hukum 
berarti  mencintai  keadilan,  berdasarkan firman Allah 
dalam  Alquran surat An nisa’ (4) ayat 65 : 
“Maka   demi   Tuhanmu,  mereka   pada   hakeka- 
tnya    tidak   beriman    hingga    mereka    menjadi- 
kan kamu hakim dalam  perkarayang mereka 
perselisihkan,kemudian mereka  tidak keberatan 
dalam  hati merekadalam putusan yang kamu beri- 
kan dan mereka  menerima dengan sepenuh hati”. 
Para ahli hukum Islammengklasifikasi tujuan huku- 
man sebagai  berikut:7 
1.   Menjamin    keaman  dari   kebutuhan-kebutuhan 
hidup  merupakan tujuan  pertama dan utama 
syariat.Dalam kehidupan  manusia,  ini  merupa- 
kan hal penting sehingga tidak bisa dipisahkan. 
Apabila  kebutuhan-kebutuhan ini tidak  terjamin, 
akan  terjadi kekacauan dan  ketidaktertiban dima- 
na-mana. Kelima kebutuhan hidup  yang  primer 
ini  (dharuriyat) dalam  kepustakaan hukum  Islam 
disebut dengan istilah al maqasid al khamsahyaitu 
hukum   Islam  melindungi   keselamatan :  agama, 
jiwa, akal pikiran, keturunan dan hak milik. 
2. Menjamin  keperluan hidup  sekunder  atau  disebut 
hajiyat.  Ini mencakup hal-hal  penting  bagi keten- 
tuan  itu  dari  berbagai fasilitas  untuk  penduduk 
 
 
6Andi Hamzah,  Azas-Azas Hukum  Pidana,  Edisi Revisi 2008  (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2010)  h. 28 
7Topo Santoso,  Membumikan  Hukum Pidana  Islam, Penegakan Syariat 
Dalam Wacana  Dan Agenda, (Jakarta;  Gema Insani, 2003) h. 19 
dan  memudahkan kerja  keras  dan  beban  tang- 
gung  jawab  mereka.  Ketiadaan berbagai fasilitas 
tersebut  mungkin  tidak menyebabkan kekacauan 
dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah 
kesulitan bagi masyarakat. Dengan  kata lain, kep- 
erluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang 
menyingkirkan  kesulitan   dari   masyarakat dan 
membuat hidup  menjadi  mudah bagi mereka. 
3.  Membuat   berbagai perbaikan, yaitu  menjadikan 
hal-hal  yang  dapat menghiasi   kehidupan  sosial 
dan  menjadikan manusia mampu berbuat  dan 
mengatur urusan hidup  lebih baik (kebutuhan ter- 
sier) atau  tahsiniyat.Ketiadaan perbaikan-perbai- 
kan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana 
ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup; juga tidak 
mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilang- 
kan berbagai kesulitan dan  membuat hidup  men- 
jadi mudah. 
 
2. Perbarengan tindak pidana (Concursus atau 
Samenloop). 
Yang dimaksud dengan perbarengan ialah ter- 
jadinya  dua  atau  lebih tindak pidana oleh satu orang 
dimana tindak  pidana yang  dilakukan  pertama kali 
belum dijatuhi pidana atau antara tindak pidana yang 
awal dengan tindak pidana berikutnya  belum dibatasi 
oleh suatu putusan hakim. 
Ketentuan  mengenai perbarengan pada  dasarnya 
ialah suatu ketentuan bagaimana cara menyelesaikan 
perkara  dan menjatuhkan pidana (system penjatuhan 
pidana) dalam  hal apabila  satu  orang  telah  melaku- 
kanlebih dari satu tindak pidana dimana semua tindak 
pidana itu belum diperiksa dan diputus  oleh pengadi- 
lan. Kongkritnya ketentuan perbarengan itu mengatur 
dan  menentukan mengenai : (a) cara menyidangkan 
atau   memeriksa  (menyelesaikan)  perkara;   dan   (b) 
cara  atau  system  penjatuhan pidanya terhadap satu 
orang  pembuat yang telah melakukan tindak  pidana 
lebih dari  satu  yang  semuanya belum  diperiksa  dan 
diputus  oleh pengadilan. 
Mengenai  cara  menyelesaikan perkara  demikian, 
undang-undang  menghendaki ialah  dengan  mem- 
berkas beberapa tindak pidana itu dalam  satu berkas 
perkara  dan  menyidangkannya dalam  satu  perkara 
oleh  satu   majelis  hakim   dan   tidak  dipecah-pecah 
menjadi beberapa perkara  dengan menyidangkannya 
sendiri-sendiri  oleh beberapa majelis hakim. Perwuju- 
dan  dari kehendak undang-undang ini juga terdapat 
dalam  Pasal 141 KUHAP. 
Dalam hal ini mEmang  berbeda dengan terjadinya 
satu tindak  pidana dimana pelakunya lebih dari satu 
orang,  yang disini ada  penyertaan, yang dengan ala- 
san  misalnya  untuk  kepentingan pemeriksaan, maka 
boleh   dilakukan   dengan  memecah atau   memisah- 
misah  berdasarkan orang-orang yang  terlibat  dalam




tindak  pidana itu,  yang  hal  ini diperkenankan oleh 
Pasal 142 KUHAP. 
Ada  dua  alasan  pembentuk undang-undang da- 
lam  hal  menghendaki agar  beberapa tindak  pidana 
(perbarengan) ini  diadili  secara  serentak   dan  dipu- 
tus dalam  satu  putusan pidana dan  tidak dijatuhkan 
sendiri-sendiri, yaitu (a) pertimbangan psikologis; dan 
(b) pertimbangan dari segi kesalahan pembuat. 
Selain  keharusan untuk  menyidangkan atau  me- 
nyelesaikan perkara  beberapa tindak pidana (per- 
barengan) dalam  satu  majelis  dengan menjatuhkan 
satu pidana, hal yang penting  kedua  dalam  perbaren- 
gan adalah mengenai system penjatuhan pidana pada 
perbarengan berkaitan  langsung  dengan macam  atau 
bentuk-bentuk perbarengan,  undang-undang  mem- 
bedakan tiga bentuk  perbarengan yaitu : 
a.  Perbarengan peraturan (Pasal 63). 
b.  Perbuatan berlanjut  (Pasal 64) 
c.  Perbarengan perbuatan (Pasal 65, 66 dan 70). 
 
Dalam hukum  Islam sebenarnya juga terdapat sys- 
tem perbarengan melakukan kejahatan. Teori tentang 
bergandanya hukuman sudah  dikenal dikalangan 
fuqaha, tetapi teori tersebut  dibatasi dengan dua teori 
yang lain yaitu teori saling memasuki  (tadakhul)   dan 
teori penyerapan (al jabbu).8 
1.       Teori saling memasuki  (melengkapi). 
Menurut teori ini ketika terjadi  gabungan perbua- 
tan,  maka  hukuman-hukumannya saling melengkapi 
sehingga  oleh  karena   itu semua  perbuatan tersebut 
dijatuhi  satu  hukuman, seperti  kalau  ia memperbuat 
satu perbuatan. Teori ini didasarkan atas dua hal : 
a.  Pada    dasarnya   sesuatu    hukuman   dijatuhkan 
dengan  maksud   untuk  memberikan pengajaran 
(ta’dib) dan  pencegahan terhadap orang  lain (za- 
jru). Kedua  tujuan  ini dapat dicapai  dengan satu 
hukuman selama  cukup membawa hasil. 
b. Meski perbuatan-perbuatan yang dilakukan  ber- 
ganda dan berbeda macamnya (misalnya, seorang 
makan bangkai, daging babi, darah), hukumannya 
bisa saling melengkapi dan  cukup  satu  hukuman 
untuk  melindungi   kepentingan yang  sama   atau 
untuk  mewujudkan tujuan  yang  sama  (misalnya, 
melindungi  kesehatan manusia dan masyarakat). 
 
2. Teori  penyerapan (al jabbu). 
Pengertian penyerapan  ialah  menjatuhkan suatu 
hukuman dimana hukuman-hukuman yang lain tidak 
Imam  Malik, Abu Hanifah  dan  Ahmad,  namun mer- 
eka berbeda pendapat tentang  sampai dimana daerah 
berlakunya. Menurut  Imam  Malik apabila   hukuman 
had  berkumpul dengan hukuman mati karena  Tuhan 
(misalnya  tindak  pidana murtad   atau  karena   qisas) 
maka  hukuman had  tersebut  tidak  dapat dijalankan 
kecuali  hukuman  memfitnah-dapat  dijatuhkan lebih 
dahulu  sebelum  hukuman mati. 
Apabila terjadi dua tindak pidana hudud (misalnya 
mencuri  dan  zina  bagi  yang  sudah   menikah) maka 
hanya  hukuman mati  saja  yang  dijalankan. Namun 
jika  hukuman  hudud  berkumpul dengan  hak-hak 
adami  (manusia), dimana salah  satu  diancam huku- 
man  mati, maka  hak-hak  adami  tersebut  harus  dilak- 
sanakan lebih dahulu  dan hak-hak  (hukuman karena) 
Tuhan  diserap  oleh hukuman mati. 
Bagi Imam  Abu Hanifah,  pada  dasarnya apabila 
terdapat  gabungan  hak   manusia  dan   hak   Tuhan, 
maka  yang pertamalah yang didahulukan. Kalau ses- 
udah  pelaksanaan hukuman yang pertama, hukuman 
yang kedua  tidak dapat dilaksanakan, maka hukuman 
itu hapus  dengan sendirinya. 
 
Metode Penelitian. 
Secara  metodologis, penelitian9      yang  digunakan 
penulis dalam  tesis ini menggunakan pendekatan yu- 
ridis normatif  yaitu  suatu  pendekatan masalah den- 
gan  jalan  menelaah dan  mengkaji  suatu  peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten 
untuk digunakan sebagai  dasar  dalam  melakukan pe- 
mecahan masalah, sehingga  langkah-langkah dalam 
penelitian  ini menggunakan logika yuridis.10 
 
Pembahasan 
A.  Tindak   Pidana  Perkosaaan  Dalam  Hukum 
Positif. 
Tindak   pidana  pemerkosaan sering  diikuti  den- 
gan  tindak  pidana pembunuhan yang  tidak  sengaja 
maupun dengan sengaja,  yang semula  niatnya  hanya 
ingin memperkosa saja,  akan  tetapi  karena  khawatir 
perbuatannya akan  dilaporkan ke polisi maka  si kor- 
ban  dibunuh dengan kejam hingga  meninggal  dunia. 
Jika tindak pidana pemerkosaan sampai  mengakibat- 
kan mati, maka  akan  dijatuhkan pidana penjara pal- 
ing lama  lima belas tahun,  seperti  yang  tercantum di 
dalam  pasal 291 diatas. 
Tindak  pidana perkosaan merupakan kasus  yang 
kasuistis, karena tindak pidana perkosaan hanya dapat
dapat  dijatuhkan.  Hukuman  tersebut  dalam  hal  ini           
hukuman   mati,   dimana  pelaksanaannya  dengan
sendirinya  menyerap hukuman-hukuman lain. 
Kalangan  fuqaha  yang memegang teori ini adalah 
 
 
8Topo Santoso,  Menggagas Hukum Pidana  Islam; Penerapan Syariat Is- 
lam Dalam Konteks Modernitas, (Jakarta:  Gema Insani, 2003), h. 124 
9Penelitian  pada  hakikatnya  merupakan salah satu rangkaian  kegiatan 
ilmiah yang ditempuh  melalui serangkaian  proses yang panjang  baik untuk 
keperluan  mengumpulkan data,  menarik  kesimpulan  atas gejala-gejala  ter- 
tentu dalam gejala empiric (Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: 
Aktualisasi Metodologi  ke Arah Ragam  Varian  Kontemporer  (Jakarta:  PT 
Raja Grafindo Persada,  2001) h. 71, 91 
10Abu  Ahmad  dan  Kholid  Narbuko,   Metodologi  Penelitian  (Jakarta: 
Bumi Angkasa, 2002), h. 23
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dibuktikan  dengan alat bukti dan barang  bukti bahwa 
tindak  pidana tersebut  terbukti.Dalam membuktikan 
telah  terjadi  atau  belum  terjadi  tindak  pidana perko- 
saan  sering mengalami kesulitan.Kesulitan dalam  hal 
ini yaitu   tidak terdapatnya saksi yang melihat secara 
langsung  kejadian   namun hanya   ada  saksi  korban 
dan saksi pelaku. Serta terdakwa  tidak mau mengakui 
bahwa  kejadian  tersebut  tidak  dia  lakukan  dan  ter- 
dakwa  selalu berdalih  bahwa  perbuatan tersebut  di- 
lakukan  atas  dasar  suka sama  suka.  Sehingga  dalam 
hal semacam ini hakim sulit untuk membuktikan dan 
memutuskan perkara. 
Untuk  membuktikan ada  tidaknya  tindak  pidana 
pemerkosaan berpedoman   terhadap alat-alat  bukti 
yang telah diatur dalam  pasal 184 KUHP yaitu: 
a.   Keterangan saksi. 
b.   Keterangan ahli. 
c.   Alat bukti surat. 
d.   Alat bukti petunjuk. 
e.   Keterangan terdakwa. 
Dalam  UU PKDRT perkosaan diistilahkan  dengan 
kekerasan seksual yang termasuk  dalam  lingkup kek- 
erasan  dalam  rumah  tangga,  yaitu : 
“Setiap  orang  dilarang  melakukan kekerasan da- 
lam rumah  tangga  terhadap orang  dalam  lingkup ru- 
mah tangganya, dengan cara: 
a. kekerasan fisik; 
b. kekerasan psikis; 
c. kekerasan seksual; atau 
d. penelantaran rumah  tangga”.11 
 
Dalam  Undang-undang ini, perbuatan yang  dila- 
rang dalam  kaitannya dengan kekerasan seksual ada- 
lah : 
a.  Pemaksaan hubungan seksual. 
b.   Pemaksaan hubungan seksual  dengan cara  yang 
tidak wajar atau  tidak disukai. 
c.   Pemaksaan hubungan seksual  dengan orang  lain 
untuk tujuan  tertentu. 
d.  Kekerasan  seksual  terhadap orang  dalam  lingkup 
rumah  tangganya. 
 
d.   Adanya akibat-akibat yang  ditimbulkan. 
Apa yang  dimaksud dengan hubungan seksual  da- 
lam  UU PKDRT ini memang tidak  dijelaskan.  Hanya 
saja melihat bentuk-bentuk yang dilarang  di atas maka 
dapatlah dimaknai  bahwa  hubungan seksual  yang  di- 
maksud  tidaklah  semata-mata dipahami sebagai  perse- 
tubuhan yang disyaratkan dalam KUHP yang menghar- 
uskan  terjadinya  penetrasi  antara kelamin  laki-laki ke 
dalam  kelamin perempuan sampai  mengeluarkan mani 
yang bertujuan untuk mendapatkan anak. 
Hal tersebut  dijelaskan  dengan adanya perbuatan 
lain  yang  juga  dilarang  dalam  UU PKDRT ini yaitu 
pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak 
wajar  atau  tidak  disukai.  Dengan  demikian  pemak- 
saan hubungan seksual tersebut  tidak harus dilakukan 
dengan cara  penetrasi  kelamin  laki-laki kedalam ke- 
lamin  perempuan, tetapi  juga  dapat dilakukan  den- 
gan  cara-cara lain seperti  penetrasi  kelamin  laki-laki 
ke dalam  mulut atau anus dengan cara menggunakan 
alat-alat  atau  objek lainnya. 
Dalam  hal  perbuatan yang  dilakukan  adalah pe- 
maksaan seseorang untuk  melakukan hubungan 
seksual  dengan orang  lain  dengan tujuan  komersial 
atau  tujuan  tertentu,  maka  bentuk  pemaksaan terse- 
but juga berupa pemaksaan hubungan seksual secara 
biasa atau pemaksaan hubungan seksual dengan cara 
yang tidak wajar/tidak  dikehendaki. 
Dalam  perumusan UU PKDRT, ada  beberapa aki- 
bat  kekerasan terhadap perempuan yang  ditegaskan 
di dalam  undang-undang yaitu : 
a.  Luka  yang  tidak memberi  harapan akan  sembuh 
sama  sekali. 
b. Gangguan daya  pikir atau  kejiwaan sekurang- 
kurangnya selam 4 (empat)  minggu terus-menerus 
atau  1 (satu) tahun  tidak berturut-turut. 
c.  Gugur atau  matinya  janin dalam  kandungan. 
d.  Tidak berfungsinya alat reproduksi.12 
 
Dari beberapa akibat yang dirumuskan dalam  UU 
PKDRT tersebut dapat dijumpai beberapa bentuk kek- 
erasan   yaitu akibat dari aspek  fisik (luka permanen), 
akibat   dari  aspek   psikis  (gangguan  kejiwaan)   dan 
akibat dari aspek  seksual (rusaknya  fungsi reproduksi 
dan gugurnya  janin dalam  kandungan). 
Dalam  UU PKDRT walaupun secara  tegas  dinya- 
takan  undang-undang ini ditujukan  terutama untuk 
melindungi  perempuan di dalam  rumah  tangganya, 
namun tidak  menutup kemungkinan bahwa  perem- 
puan  juga  dapat menjadi  pelaku  kekerasan seksual. 
Hal  tersebut  secara  jelas  dapat dilihat  dalam  bunyi 
Pasal 53 yaitu tindak  pidana kekerasan seksual seba- 
gaimana dimaksud dalam  Pasal  46  yaitu  dilakukan 
oleh suami terhadap istrinya atau  sebaliknya  dan 
merupakan delik aduan. 
Pasal tersebut jelas menyatakan bahwa  pelaku kek- 
erasan  seksual  di dalam  rumah  tangga  dapat dilaku- 
kan  baik  oleh  laki-laki maupun perempuan kepada 
pasangannya atau  anggota keluarganya yang lain da- 
lam lingkup rumah  tangganya. 
Penempatan  perempuan  dan   laki-laki  sebagai 
pelaku juga bisa terjadi dalam kekerasan seksual dalam 
bentuk  pemaksaan hubungan seksual  dengan orang
 
 
11Undang-Undang  RI Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5                                                                              12Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 ...  Pasal 48




lain untuk  tujuan  komersial  atau  tujuan  tertentu  lain- 
nya. Semua  orang  yang berada dalam  lingkup rumah 
tangga  sebagaimana yang  dimaksud dalam  undang- 
undang ini dapat menjadi  korban  kekerasan seksual. 
Hal ini menunjukan bahwa  dalam  UU PKDRT tidak 
ada  pembatasan korban   berdasarkan jenis  kelamin 
ataupun berdasarkan umur dan kondisinya. 
Dalam  Undang-Undang Nomor  35  Tahun   2014 
Tentang  Perubahan atas  UU No.23  Tahun  2002  Ten- 
tang    Perlindungan Anak,  larangan   tindak  pidana 
perkosaan atau  kekerasan seksual  terhadap anak  di- 
jelaskan bahwa   : 
“Setiap  orang  dilarang  melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perse- 
tubuhan dengannya atau  dengan orang  lain”13 
Berdasarkan  ketentuan  diatas,   maka   perbuatan 
yang  dilarang   adalah  melakukan kekerasan, anca- 
man  kekerasan, memaksa, melakukan persetubuhan 
dengan anak  atau  melakukan kekerasan, ancaman 
kekerasan, memaksa, anak  untuk  melakukan perse- 
tubuhan dengan orang   lain.  Pelanggaran terhadap 
larangan ini maka dapat dikenakan hukuman dengan 
ketentuan sebagai  berikut : 
(1)   Setiap  orang  yang  melangggar ketentuan seba- 
gaimana dimaksud dalam  Pasal  76D  dipidana 
dengan pidana penjara paling  singkat  5  (lima) 
tahun  dan paling lama 15 (lima belas) tahun  dan 
denda paling banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima 
miliar rupiah). 
(2)   Ketentuan  pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (1)  berlaku  pula  bagi  Setiap  Orang  yang 
dengan sengaja  melakukan tipu muslihat,  se- 
rangkaian kebohongan,  atau   membujuk  Anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau  den- 
gan orang  lain. 
(3) Dalam  hal tindak  pidana sebagaimana dimaksud 
pada  ayat  (1) dilakukan  oleh  Orang  Tua,  Wali, 
pengasuh Anak,  pendidik,   atau  tenaga   kepen- 
didikan,  maka  pidananya ditambah 1/3  (seper- 
tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimak- 
sud pada  ayat (1)”.14 
 
Berdasarkan rumusan Pasal 76D UU No. 35  Tahun 
2014  Tentang  Perubahan Atas Undang-undang Nomor 
23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak, maka  un- 
sur-unsur yang harus dipenuhi dalam menerapkan telah 
terjadinya  kekerasan atau  ancamankekerasan melaku- 
kan persetubuhan dengan anak adalah : 





13Pasal  76D UU Nomor  35 Tahun  2014  Tentang  Perubahan Atas UU 
No.23 Tahun 2002 Tentang Tentang Perlindungan Anak 
14Pasal  81   UU No.  35Tahun  2014Tentang Perubahan Atas Undang- 
undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
b.  Adanya  pemaksaan. 
c.  Adanya  anak sebagai  korban. 
d.  Adanya  persetubuhan. 
e.   Adanya  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan, 
bujukan. 
f.   Adanya  kemungkinan pihak-pihak tertentu  seba- 
gai pelaku seperti orang  tua, wali, pengasuh anak, 
pendidik,  atau  tenaga  kependidikan. 
Jika dibandingkan dengan rumusan yang dikemu- 
kakan  dalam  Pasal  287  KUHP maka  cara-cara yang 
dilarang  dalam  hal   ini   lebih lengkap  karena  meru- 
muskan   beberapa perbuatan selain  kekerasan atau 
ancaman  kekerasan sebagai   cara   untuk   memaksa 
seseorang anak  bersetubuh, yaitu  dengan mengakui 
adanya  cara-cara lain  yang  dapat  digunakan sep- 
erti  melalui  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan 
ataupun bujuk  rayu.  Bahwa  apabila  salah  satu  dari 
cara-cara tersebut  unsurnya terpenuhi dan anak yang 
dipaksa  untuk  bersetubuh masih  berumur 18  tahun, 
maka kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal  ini. 
Ketentuan  mengenai pelaku sebagaimana yang 
diatur dalam UU No. 35Tahun 2014 ini menggunakan 
istilah “setiap orang”,  Yaitu subjek hukum  atau  orang 
pendukung hak  dan  kewajiban  yang  padanya dapat 
diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang 
dilakukannya.“Setiap  orang”    juga   dapat   merujuk 
pada  kedua  jenis kelamin  yaitu  laki-laki dan  perem- 
puan. Hal  ini dimungkinkan karena   dalam  konteks 
korban  adalah anak,  maka  perempuan juga mungkin 
untuk  menjadi  pelaku  bagi anak  laki-laki yang belum 
memahami dengan benar  mengenai hubungan  sek- 
sual dan mudah untuk diintimidasi dengan kekerasan, 
tipu muslihat  atau  dibujuk  oleh orang  yang lebih de- 
wasa. Laki-laki dan atau  perempuan juga dapat men- 
jadi  pelaku  dalam  bentuk  kekerasan seksual  berupa 
pemaksaan bersetubuh dengan orang  lain. 
Namun  pengecualian dari  ketentuan diatas,  yaitu 
pelaku   dimungkinkan  dilakukan   oleh   orang   dekat 
dengan korban anak seperti orang tua, wali, pengasuh 
anak,  pendidik,  atau  tenaga  kependidikan. Ketentuan 
hukuman bagi pelaku  ini diperberat, yakni ditambah 
1/3 (sepertiga)  dari ancaman pidana sebagaimana di- 
maksud  pada  ayat  (1).  Ketentuan  ini dibuat  karena 
pelaku  berkewajiban atau  seharusnya dapat melind- 
ungi  korban  anak  dari  perlakuan pemaksaan perko- 
saan  tersebut. 
Dalam kaitannya dengan Undang-undang perlind- 
ungan anak, maka yang dapat menjadi korban adalah 
anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun,  termasuk  anak yang masih dalam  kand- 
ungan.  Untuk  tindak  pidana kekerasan berdasarkan 
undang-undang ini tidak dibedakan berdasarkan jenis 
kelamin.  Dengan  asumsi  bahwa  anak-anak baik laki- 
laki maupun perempuan belum  memahami tentang 
hubungan seksual,  cara  dan  akibatnya. Maka  anak-




anak  baik  laki-laki maupun  perempuan  berpeluang 
untuk menjadi  korban  kekerasan seksual. 
Ketentuan   ini  dapat  digunakan untuk   menjerat 
pelaku  yang melakukan perkosaan terhadap laki-laki, 
karena  di dalam  KUHP hal tersebut  tidak diatur  den- 
gan tegas. 
Berdasarkan rumusannya, maka tindak pidana 
kekerasan seksual terhadap anak dalam UU No. 35Ta- 
hun 2014  merupakan tindak pidana biasa,  karena  itu 
tidak mensyaratkan adanya pengaduan. 
Berkaitan  dengan kekerasan seksual  (perkosaan) 
terhadap anak,  hukuman bagi pelaku pemaksaan 
persetubuhan  dengan  anak   menurut  Pasal  82  UU 
35/2014 adalah sebagai  berikut : 
1)       Pidana penjara paling  singkat  5  (lima)  ta- 
hun  dan  paling lama  15 (lima belas) tahun  dan  den- 
da  paling  banyak   Rp5.000.000.000,00 (lima  miliar 
rupiah),bagi pelaku  yang  melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perse- 
tubuhan dengannya atau  dengan orang  lain dan  bagi 
yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serang- 
kaian  kebohongan, atau  membujuk Anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau  dengan orang  lain. 
(3)     Hukuman dapat  ditambah 1/3  (sepertiga) 
dari hukuman tersebut  apabila  tindak pidana se- 
bagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh 
orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga 
kependidikan. 
 
C. Tindak  Pidana Perkosaan Dalam Hukum Is- 
lam. 
1.  Pengertian perkosaan. 
Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut al wath`u 
bi al ikraah (hubungan seksual dengan paksaan). Jika 
seorang  laki-laki memperkosa seorang  perempuan, 
seluruh  fuqaha   sepakat   perempuan itu  tak  dijatuhi 
hukuman zina (had  az zina), baik hukuman cambuk 
100 kali maupun hukuman rajam.15 
Menurut  Abdul  Qadir  Audah  dalam  kitabnya  Al 
Tasyri’ Al Jina’i  Al Islamiy, perkosaan adalah tindak 
pidana yang  diancam dengan hukuman hadkarena 
dapat diartikan  sebagai  perbuatan zina.16 
Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan 
kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika 
seseorang manusia memaksa manusia lain untuk 
melakukan hubungan seksual dalam  bentuk  penetrasi 
vagina  dengan penis,  secara  paksa  atau  dengan cara 
kekerasan. 
Dalam Islam bahwa  tindak pidana kejahatan 




15Abdul Qadir Audah, At Tasyri’ Al Jina`i  Al Islami,  (Beirut: Muassasah 
al-Risalah, 1992), juz I, h. 364 
16Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana  Islam, cet. ke II, (Jakarta; Sinar 
Grafika, 2005),   h. 6 
zinaan  karena  pada  dasarnya perzinaan haram  hu- 
kumnya  dan  sangat  dilarang  oleh  agama.Perbuatan 
zina dilakukan  oleh seorang  laki-laki dan  perempuan 
tanpa  ada ikatan perkawinan yang sah. 
2.       Hukuman   pelakuperkosaan dalam  hukum 
Islam. 
Hukuman bagi  pelaku  perkosaan dalam  hukum 
Islam disamakan dengan hukuman yang  ditetapkan 
kepada pelaku zina karena  terdapat kemiripan  antara 
perkosaan dengan zina yaitu  adanya hubungan  ke- 
lamin   (coitus)   antara  laki-laki  dengan  perempuan 
yang  bukan  suami  isteri.  Hanya   saja  pihak  perem- 
puan   biasanya  dalam   keadaan  terpaksa,  sehingga 
ia terbebas  dari hukuman. Hal ini berdasarkan hadis 
yang  diriwayatkan Imam  Turmudzi  dan  AbuDawud, 
dari sahabat Wail bin Hujr ra (lihat Ibn al-Atsir, Jâmi’ 
al-Ushûl, IV/270, no. hadis: 1823). 
 
ϲπϘϓ ΎϬϠϠΠΘϓ  ϞΟέ ΎϬϘϠΘ ϓ  Γ  ϼμϟ΍ ΪϳήΗ ϢϠγϭ   ϪϴϠϋ ΍ Ϟλ ΍ ϝϮγέ ΪϬϋ ϲϠϋ ΖΟήΧ  Γ΍ήϣ΍ ϥ΍ 
΍ϮϘϠτϧΎϓ  ΍Ϊϛϭ   ΍Ϊϛ  ϲΑ  ϲϠόϓ ϞΟήϟ΍  Ϛϟ΍Ω  ϥ΍   ΖϟΎϘϓ ϞΟέ  ΎϬϴϠϋ  ήϣϭ  ϖϠτϧ΍ ΖΣΎμϓ ΎϬϨϣ ϪΘΟΎΣ 
ϪϴϠϋ  ΍ Ϟλ ΍ ϝϮγέ ϪΑ΍ϮΗΎϓ ΍Ϊϫ Ϯϫ Ϣόϧ   ΖϟΎϘϓ  ΎϫϮΗ΍ϭ   ΎϬϴϠϋ ϊϗϭ Ϫϧ΍ ΖϨυ  ϯΪϟ΍ ϞΟήϟ΍ ΍ϭΪΧΎϓ 
ϲΒϫΩ΍ ΎϬϟ  ϝΎϘϓ  ΎϬΒΣΎλ Ύϧ΍   ΍ ϝϮγέΎϳ ϝΎϘϓ ΎϬϴϠϋ  ϊϗϭ ϯΪϟ΍   ΎϬΒΣΎλ ϡΎϗ ϢΟήϴϟ     ϪΑήϣ΍     ΎϤϠϓ ϢϠγϭ 
ϞΒϘϟ ΔϨϳΪϤϟ΍   Ϟϫ΍   ΎϬΑΎΗϮϟΔΑϮΗ  ΏΎΗ   ΪϘϟ   ϝΎϗϭ ϩϮϤΟέ΍  ΎϬϴϠϋ  ϊϗϭ ϯΪϟ΍  ϞΟήϠϟ ϝΎϗϭ Ϛϟ ΍ήϔϏ ΪϘϓ 
.ϢϬϨϣ 
 
“Suatu  hari,  ada  seorang  perempuan pada  masa 
Nabi saw yang keluar rumahhendak melakukan 
shalat  di masjid.  Di tengah  jalan,  ia dijumpai  se- 
orang  laki-laki yang  menggodanya, dan  memak- 
sanya  (dibawa  ke suatu  tempat)  untuk  berhubun- 
gan   intim.   Si  perempuan  menjerit,   dan   ketika 
selesai  memperkosa,  si  laki-laki  lari.  Kemudian 
lewat  beberapa orang  Muhajirin,  ia  mengatakan: 
“Lelaki itu telah memperkosa saya”. Mereka 
mengejar  dan  menangkap laki-laki tersebut  yang 
diduga  telah  memperkosanya. Ketika dihadapkan 
kepada perempuan tersebut,   ia  berkata:  “Ya,  ini 
orangnya”. Mereka dihadapkan kepada Rasulullah 
Saw.  Ketika hendak dihukum, si laki-laki berkata: 
“Ya Rasul,  saya  yang  melakukannya”. Rasul  ber- 
kata kepada perempuan: “Pergilah,  Allah telah 
mengampuni kamu”.  Lalu  kepada laki-laki terse- 
but Nabi menyatakan suatu perkataan baik (apresi- 
atif terhadap pengakuannya) dan  memerintahkan: 
“Rajamlah”. Kemudian  berkata:  “Sesungguhnya ia 
telah  bertaubat, yang  kalau  saja taubat  itu dilaku- 
kan  seluruh  pendudukan Madinah, niscaya  akan 
diterima”. 
 
Pemerkosa  memang  dihukum   pada   masa   Nabi 
saw,  dan  korban  perkosaandilepaskan dengan hara- 
pan akan memperoleh ampunan dari Allah Swt. Pada 
saatitu,  hukuman pemerkosaan yang  dilakukan  den- 
gan cara paksa dan kekerasansama persis dengan hu- 
kuman  perzinahan, yang  tidak dilakukan  dengan pe- 
maksaandan kekerasan. Karena  itu, mayoritas  ulama




hadist dan ulama fiqh menempatkan hukuman tindak 
perkosaan sama  persis dengan tindak perzinahan. 
Hanya  perbedaanya, dalam  tindak  perzinahan ked- 
ua  pelaku  harus  menerima hukuman, sementarada- 
lamtindak  perkosaan hanya  pelaku  pemerkosa yang 
menerima hukuman,sementarakorban harus dilepas. 
Dikalangan  para ulama terdapat ijma’ penjatuhan 
hukum  hadd  bagi pelaku  pemerkosaan dengan hadd 
zina, sebagai  berikut : 17 
Al-Haafidh Ibnu ‘Abdil-Barr berkata  : 
 
ΔϨϴΒϟ΍  ΕΪϬη ϥ΍ ΪΤϟ΍  ΐμΘϐϤϟ΍ ϩήϜΘδϤϟ΍ [ ϰϠϋ ] ϥ΍ ϰϠϋ   ˯ΎϤϠόϟ΍  ϊϤΟ΍ Ϊϗϭ 
ΎϬϴϠϋ  ΔΑϮϘϋ ϻϭ ΔΑϮϘόϟ΍   ϪϴϠόϓ ϦϜϳ Ϣϟ ϥΎϓ ϚϟάΑ   ήϗ΍  ϭ΍ ΪΤϟ΍   ΐΟϮϳ ΎϤΑ ϪϴϠϋ 
ΎϬΘΛΎϐΘγ΍ϭ  ΎϬΧ΍ήμΑ ϢϠόϳ ϚϟΫϭ   ΎϬδϔϧ ϰϠϋ ΎϬΒϠϏϭ ΎϬϫήϜΘγ΍    Ϫϧ΍ ΍λ ΍Ϋ΍ 
ΎϬΣΎϴλϭ 
 
“Para   ulama   telah   bersepakat  diberlakukannya 
hadd   bagi   pelaku   pemerkosaan  apabila   terda- 
pat  bukti  yang  mewajibkan  baginya   hadd   atau 
si pelaku  mengakui perbuatannya.Jika  tidak  me- 
menuhi  dua  hal tersebut  (adanya bukti atau  pen- 
gakuan),  maka   baginya   hukuman  (ta’zir).Tidak 
ada  hukuman baginya  (si wanita)  apabila  terbukti 
tidak menginginkannya dan dipaksa.Hal itu diketa- 
hui dengan suaranya, permintaan tolongnya, dan 
teriakannya” [Al-Istidzkaar, 7/146]. 
 
Al-Baajiy berkata  : 
 
ΎϬϠΜϣ ϕ΍Ϊλ ΎϬϠϓ ΓήΣ ΖϧΎϛ ϥΈϓ Δϣ΍ ϭ΍ ΓήΣ ϥϮϜΗ ϥ΍ ϮϠΨϳ ϻ ΔϫήϜΘδϤϟ΍ 
ϱϭέϭ ΚϴϠϟ΍ ΐϫάϣ Ϯϫϭ ϲόϓΎθϟ΍ ϝΎϗ ΍άϬΑϭ ΪΤϟ΍ ϪϴϠϋϭ ΎϬϫήϜΘγ΍ Ϧϣ ϰϠϋ 




“Wanita   yang   diperkosa  itu  ada   dua   macam   : 
merdeka atau  budak.   Apabila  ia  merdeka, maka 
baginya  pemberian mahar   mitsl dari  orang  yang 
memperkosanya, dan  orang  yang memperkosanya 
tersebut  dijatuhi hadd. Inilah yang menjadi  penda- 
pat  Asy-Syaafi’iy dan  Al-Laits. Dan  diriwayatkan 
hal tersebut  dari ‘Aliy bin Abi Thaalib.  Abu Hanii- 
fah dan  Ats-Tsauriy berkata  : ‘Ia dijatuhi  hadd  tan- 
pa  pemberian mahar”  [Al-Muntaqaa,   4/21  –  via 
Syaamilah]. 
 
Selanjutnya terdapat  hadis yang berkaitan  dengan 
hal ini yaitu : 
 
ˬΓΎρέ΍ ϦΑ ΝΎΠΤϟ΍ Ϧϋ ˬϲϗήϟ΍ ϥΎϤϴϠγ ϦΑ ήϤόϣ ΎϨΛΪΣ ˬήΠΣ ϦΑ ϲϠϋ ΎϨΛΪΣ 
ϰϠϋ Γ΍ήϣ΍ ΖϫήϜΘγ΍ " :ϝΎϗ ˬϪϴΑ΍ Ϧϋ ˬήΠΣ ϦΑ Ϟ΍΍ϭ ϦΑ έΎΒΠϟ΍ ΪΒϋ Ϧϋ 
ϪϴϠϋ ΍ ϰϠλ ΍ ϝϮγέ ΎϬϨϋ ΍έΪϓ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ ΍ ϰϠλ ΍ ϝϮγέ ΪϬϋ 








Telah  menceritakan kepada kami  ‘Aliy bin  Hujr  : 
Telah  menceritakan kepada kami  Ma’mar  bin  Sulai- 
maan  Ar-Raqiy, dari Hajjaaj bin Arthaah,  dari ‘Abdul- 
Jabbaar bin Waail bin Hujr, dari ayahnya, ia berkata 
: “Ada seorang  wanita yang diperkosa di jaman  Rasu- 
lullah shallallaahu  ‘alaihi wa sallam.  Lalu Rasulullah 
shallallaahu  ‘alaihi wa sallam membebaskannya dari 
hadd,  namun  menegakkannya bagi  si  pelaku   pe- 
merkosaan. Beliau  tidak  menyebutkan bahwa   laki- 
laki itu memberikan padanya mahar” [Diriwayatkan 
oleh At-Tirmidziy no. 1453]. 
Setelah  menyebutkan hadits  di  atas  At-Tirmidziy 
menyebutkan satu fiqh : 
 
 
ϢϠγϭ ϪϴϠϋ ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ ΏΎΤλ΍ Ϧϣ ϢϠόϟ΍ Ϟϫ΍ ΪϨϋ ΍άϫ ϰϠϋ ϞϤόϟ΍ϭ 
ΪΣ ΔϫήϜΘδϤϟ΍ ϰϠϋ βϴϟ ϥ΍ ˬϢϫήϴϏϭ 
 
“Para  ulama  dari kalangan shahabat Nabi shallal- 
laahu  ‘alaihi wa sallam dan  selain mereka  menga- 
malkan kandungan hadits ini, bahwasannya wanita 
yang  dipaksa  berzina  tidak ditegakkan hadd” [Su- 
nan At-Tirmidziy, 3/122]. 
 
Mafhum  yang  dapat diambil  dari  perkataan At- 
Tirmidziy ini bahwasannya para  ulama  dari kalangan 
shahabat Nabi  dan  selain mereka  tetap  menegakkan 
hadd  bagi pelaku  selain dari wanita  yang dipaksa/ter- 
paksa;  dan  ini umum  meliputi  pelaku  pemerkosaan. 
Jadi,  At-Tirmidziy mengkatagorikan pemerkosaan ini 
sebagai  bagian  dari perbuatan zina. 
Karena   hukuman  bagi   pelaku   perkosaan  disa- 
makan  dengan pelaku zina, maka  untuk menetapkan 
hukuman yang tepat  bagi pelaku  perkosaan, terlebih 
dahulu  harus  memahami hal  ihwal mengenai  perzi- 
naan. 
Dalam hukum  Islam zina adalah hubungan kelamin 
antara laki-laki dengan perempuan yang satu sama lain 
tidak terikat dalam  hubungan perkawinan. Tidak men- 
jadi masalah apakah salah  seorang  atau  kedua  belah 
pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing 
ataupun belum  menikah  sama  sekali.  Kata  “zina”  ini 
dikenakan baik terhadap seorang  atau  keduanya yang 
telah menikah  ataupun belum.  Islam menganggap zina 
bukan  hanya  sebagai  suatu dosa yang besar melainkan 
juga sebagai  suatu  tindakan yang  akan  membuka ger- 
bang   berbagai  perbuatan  memalukan lainnya,   akan 
menghancurkan landasan keluarga  yang  sangat  men- 
dasar,  akan  mengakibatkan terjadinya  banyak  perselisi- 
han dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan ke- 
kayaan, serta menyebarluaskan sejumlah  penyakit  baik 




18Abdur Rahman,  Tindak Pidana  Dalam Syariat Islam, h. 31.
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D.  Tindak  PidanaPembunuhan  Dalam Hukum 
Islam. 
1. Pengertian pembunuhan. 
Pembunuhan dalam  bahasa Arab disebut  dengan 
al-qatl  ( ϞΘϘϟ΍ ).dan   maknanya  secara   bahasa  seba- 
gaimana disebutkan di  dalam   kamus  al-Misbah  al- 
Munir adalah : 
ω Ρϭήϟ΍ ϒϗϮϫί ϪΑ ϞμΤϳ ϝ 
“Perbuatan yang mengakibatkan terlepasnya nya- 
wa”. 19 
Menurut  Munawir,  pembunuhan merupakan ben- 
tuk masdar    ϼΘϗ  , dari fi’il madhi    ϞΘϗ       yang artinya 
membunuh.20 
Menurut  ahli fiqh, seperti dikemukakan oleh Wah- 
bah   az-Zuhaili,  pembunuhan  didefinisikan   sebagai 
suatu   perbuatan  mematikan;  atau   perbuatan   ses- 
eorang  yang dapat menghancurkan bangunan kema- 
nusiaan.21 
Sedangkan menurut Abdul  Qadir  ‘Audah,  pem- 
bunuhan didefinisikan   sebagai   suatu   tindakan  ses- 
eorang  untuk menghilangkan nyawa;  menghilangkan 
ruh atau  jiwa orang  lain.22 
Dalam hukum  pidana Islam, pembunuhan ter- 
masuk  ke dalam  jaraim  qisas (tindakan pidana yang 
bersanksikan  hukum   qisas),  yaitu  tindakan  kejaha- 
tan  yang  membuat jiwa atau  bukan  jiwa menderita 
musibah dalam  bentuk  hilangnya  nyawa. 
Dari definisi tersebut  dapat diambil intisari bahwa 
pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap 
orang   lain  yang  mengakibatkan  hilangnya   nyawa, 
baik  perbuatan tersebut   dilakukan   dengan  sengaja 
maupun tidak sengaja  dan tentu dilarang  oleh syara’. 
 
2. Hukuman pelaku  pembunuhan  dalam  hu- 
kum  Islam. 
Jarimah pembunuhan  oleh  hukum   Islam  dinya- 
takan  sebagai  perbuatan yang  dapat dihukum  atau 
mendapatkan  sanksikarena   merupakan perbuatan 
yang dilarang  oleh Syara’. Hal ini didasarkan kepada 
firman Allah dalam  al-Quran  antara lain surat al-Isra’ 
(17) ayat 33 : 
“Dan janganlah  kamu  membunuh jiwa yang  di- 
haramkan  Allah (membunuhnya) melainkan  den- 
gan sesuatu (sebab) yang benar”.23 
 
Larangan pembunuhan  juga  terdapat dalam  be- 
berap  hadits  Nabi,antara lain hadits  yang  diriwayat- 
kan oleh Bukhari dan Muslim : 
 
ϢϠδϣ ˯ϯήϣ΍ ϡΩ ϞΤϳ ϻ : ϡ ι ΍ ϝϮγέ ϝΎϗ : ϝΎϗ ν έ ΩϮόδϣ ϦΑ΍ Ϧϋ 
ϰϧ΍ΰϟ΍  ΐϴΜϟ΍ : ΔΛϼΛ ϯΪΣΎΑ  ϝ΍ ΍ ϝϮγέ ϰϧ΍ϭ ΍ ϝ΍ Ϫϟ΍  ϻ ϥ΍ ΪϬθϳ 
(ϪϴϠϋ ϖϔΘϣ) ϪϋΎϤΠϠϟ  ϕέΎϔϤϟ΍  ϪϨϳΪϟ   ϙέΎΘϟ΍ϭ   βϔϨϟΎΑ βϔϨϟ΍ϭ 
 
Dari Ibnu Mas ‘ud  r.a berkata,  Rasulullah saw te- 
lah bersabda : “tidak  halal darah  seorang  muslim 
yang  telah  menyaksikan bahwa  tidak  ada  Tuhan 
melainkan Allah dan  bahwa  aku utusan  Allah, ke- 
cuali  dengan salah  satu  tiga perkara  : (1) Pezina 
Muhson,  (2) Membunuh, dan (3) Orang yang 
meninggalkan agamanya  yang  memisahkan  diri 
dari jama’ah”. (Muttafaq alaih).24 
 
Dari beberapanash  diatas,   jelaslah  bahwa  pem- 
bunuhan merupakan perbuatan yang  dilarang  oleh 
syara’ dan  ajaran  Islam melarang  keras adanya pem- 
bunuhan, kecuali  ada  alasan  yang  dibenarkan oleh 
hukum  syara’. 
 
3.   Macam-macam  jarimahpembunuhan dan 
hukumannya. 
a.       Pembunuhan sengaja  ( ΪϤόϟ΍ ϞΘϘϟ΍ ). 
Pembunuhan sengaja,     Sayid Sabiq  memberikan 
definisi  sebagai  berikut : 
“Pembunuhan sengaja  adalah suatu pembunuhan 
di mana  seorang  mukallaf sengaja  untuk membunuh 
orang   lain  yang   dijamin   keselamatannya, dengan 
menggunakan alat yang menurut kebiasaan bisa 
membunuh (mematikan)”.25 
Dari    definisi  tersebut   dapat  diambil  kesimpulan 
atau  intisari bahwa  pembunuhan sengaja  adalah suatu 
pembunuhan di mana  pelaku  perbuatan tersebut  sen- 
gaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki 
akibat  dari  perbuatannya, yaitu  matinya  orang  yang 
menjadi   korban. Sebagai   indikator  dari  kesengajaan 
untuk  membunuh tersebut  dapat dilihat dari alat yang 
digunakan. Dalam  hal  ini alat  digunakan membunuh 
adalah alat yang  galibnya  (lumrahnya) dapat memati- 
kan korban, seperti  senjata  api, senjata  tajam  dan  lain 
sebagainya.26 
Adapun  hukuman terhadap pelaku  tindak  pidana 
pembunuhan sengaja  menurut Abdul  Qodir  Audah 
dijelaskan  berikut :27 
1) Hukum  pokok adalah Qishash  dan kifarat. 
2) Hukuman pengganti ada tiga macam, yaitu : 
a) Membayar diat kepada wali korban. 




20Ahmad  Warson Munawwir, Al-Munawwir, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pus- 
taka Progresif, 1992), h. 172. 
21Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa  Adillatuh,  cet.  ke-3  (Dam- 
askus: Dar al-Fikr, 1989 ), h. 217 
22Abdul Qadir ‘Audah, at-Tasyri’i al-Jina’i al-Islami, h. 6. 
23Soenarjo, Al-Qur’an dan  Terjemahnya,(Jakarta: Yayasan  Penyeleng- 
gara Penterjemah Al-Qur’an, 1985), h. 214. 
24Muhammad ibn  Isma’il al-Kahlani,  Subul  As-Salam,  Juz  III, (Mesir: 
SyarikahMaktabah wal Mathba’ah  Musthafa  al-Baby  al-Halaby,  cet. ke-IV, 
1960), h. 231. 
25Sayid   Sabiq,   Fiqh  As-Sunnah,(Beirut:  Dar  al-Fikr,  Juz  II,  1980), 
h.435. 
26Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih 
Jinayah,  h. 140. 
27Abdul Qodir Audah, At-Tasyri, Al-Jinaiy Al-Islamiy, h. 174. 
28AbdulQadir  Audah, At-Tasyri, Al-Jinaiy Al-Islamiy, h. 113-114.
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3) Hukuman tambahan ada dua macam, yaitu : 
a) Penghapusan hak warisan. 
b) Penghapusan hak wasiat.29 
 
b. Pembunuhan menyerupai sengaja ( ΪϤόϟ΍ ϪΒη  ϞΘϘϟ΍). 
Menurut   Hanafiah,  seperti   dikutip   oleh   Abdul 
Qodir Audah,  pembunuhan menyerupai sengaja  ada- 
lah   pembunuhan dimana pelaku  sengaja  memukul 
korban  dengan tongkat,  cambuk, batu,  tangan, atau 
benda lain yang mengakibatkan kematian.30 
Menurut definisi ini, pembunuhan menyerupai 
sengaja  memiliki  dua  unsur,  yaitu  unsur  kesenga- 
jaan  dan  unsur  kekeliruan.Unsur kesengajaan terli- 
hat dalam  kesengajaan berbuat berupa pemukulan. 
Unsur  kekeliruan  terlihat  dari  ketiadaan niat  mem- 
bunuh.Dengan demikian,  pembunuhan tersebut 
menyerupai sengaja  karena  adanya kesengajaan 
dalam  berbuat. 
Hukuman pokok  untuk  tindak  pidana pembunu- 
han  menyerupai sengaja  ada  dua  macam, yaitu diat 
dan kifarat.Sedangkan hukuman pengganti yaitu ta’zir. 
Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan 
wasiat.  Pembunuhan mirip  sengaja  ini diharamkan, 
karena  termasuk  sikap melampaui batas  (aniaya)  dan 
zalim, berdasarkan firman  Allah dalamAlquran surat 
alBaqarah (2) ayat190: 
“Dan  perangilah di jalan  Allah orang-orang yang 
memerangimu, (tetapi)  janganlah kamu  melampaui 
batas   karena   sesungguhnya  Allah  tidak   menyukai 
orang-orang yang melampaui batas.”31 
 
c. Pembunuhan karena  kesalahan (˯ΎτΨϟ΍ ϞΘϘϟ΍). 
Pengertian pembunuhan karena  kesalahan, seba- 
gaimana dikemukakan oleh  Sayyid  Sabiq  adalah se- 
bagai berikut : 
“Pembunuhan karena  kesalahan adalah apabila 
seorang  mukallaf melakukan perbuatan yang di- 
bolehkan untuk  dikerjakan, seperti  menembak bi- 
natang  buruan atau  membidik  suatu  sasaran, tetapi 
kemudian mengenai orang  yang  dijamin  keselama- 
tannya  dan  membunuhnya”.32 
Adapun   hukumannya bagi  pelaku  tindak  pidana 
pembunuhan karena  kekeliruan, adalah sebagai   beri- 
kut : 
1) Hukuman pokok  adalah Membayar diyat  dan  ki- 
farat. 
2)  Hukuman  tambahan  adalah  penghapusan  hak 





29Wahbah Zuhaili, Al-Fiqih Al-Islamy wa adillatuhu,  (Damaskus  : Dar 
al-Fikr Juz VI 1989), h. 314. 
30Abdul Qadir Audah, At-Tasyri, Al-Jinaiy Al-Islamiy, h. 174. 
31Al-Quran Dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris), An Nur, h. 23 
Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah,  h. 438. 
32Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah,  h. 438. 
Kesimpulan. 
1.     Menurut hukum positif hukuman pelaku 
perkosaan adalah paling  lama  12  (dua  belas)  tahun 
penjara karena  perkosaan dengan kekerasan (Pasal 
285  KUHP), paling lama  9 (sembilan)  tahun  penjara 
bila  korban  pingsan  atau  tidak  berdaya (Pasal  286 
KUHP), paling  lama  9 (sembilan)  tahun  penjara  bi- 
lakorban  belum  15  tahun  (Pasal  287  KUHP), paling 
lama 4 (empat)  tahun  penjara   karena  korban  belum 
waktunya  untuk kawin dan  luka-luka (Pasal 288 Ayat 
(1)  KUHP),  paling  lama  8  (delapan) tahun  penjara 
apabila  korban  luka berat  (Pasal 288 Ayat (2), paling 
lama 12 (dua belas) tahun penjara bila korban sampai 
mati. 
Sedangkan menurut hukum  Islam  pelaku  perko- 
saan   dijatuhkan hukuman  sama   dengan  hukuman 
zina,  tetapi  korban   perkosaan tidak  dijatuhkan hu- 
kuman   (perbedaan  hukuman  pelaku   zina  dengan 
pelaku perkosaan). Zina dibagi dua yaitu zina muhsan 
(pelaku  sudah  menikah) dan  ghairu  muhsan (pelaku 
sudah  menikah). Hukuman pelaku zina muhsan ada- 
lah didera  100  (seratus)  kali dan  dirajam  sedangkan 
hukuman pelaku  zina  ghairu  muhsanadalah  didera 
100  (seratus)  kali dan  diasingkan selama  1 (satu)  ta- 
hun. 
Hukuman pelaku  pembunuhan  menurut hukum 
posisitif adalah paling lama 15 (lima belas) tahun  pen- 
jara karena  pembunuhan sengaja  (Pasal 338 KUHP), 
Paling lama  20 (dua  puluh)  tahun  penjara atau  seu- 
mur hidup  karena  pembunuhan dengan pemberatan 
(Pasal 339 KUHP), Paling lama 20 (dua puluh) tahun 
penjara atau  seumur  hidup  atau  hukuman mati  kar- 
ena pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). 
Hukuman pelaku  pembunuhan dalam  hukum  Is- 
lam adalah, 
a)  Pembunuhan  sengaja      ( ΪϤόϟ΍ ϞΘϘϟ΍)   hukumannya 
adalah Qishash  dan  Kifarat (hukuman pokok),  di- 
yat dan  puasa  dua  bulan  berturut-turut serta ta’zir 
(hukuman  pengganti),  penghapusan  hak   waris 
dan  wasiat  (hukuman tambahan).Hukuman da- 
pat  gugur  bila dimaafkan pihak  keluarga  kecuali 
kifarat dan penghapusan hak waris dan wasiat. 
b) Pembunuhan   menyerupai  sengaja   ( ΪϤόϟ΍ ϪΒη  ϞΘϘϟ΍ 
) hukumannya adalah diat dan  kifarat (hukuman 
pokok),   ta’zir  (hukuman  pengganti),pencabutan 
hak waris dan wasiat (hukuman tambahan). 
c)  Pembunuhan karena  kesalahan ( ˯ ΎτΨϟ΍ ϞΘϘϟ΍) huku- 
mannya membayar diyat  dan  kifarat  (hukuman 
pokok), ta’zir (hukuman pengganti), penghapusan 
hak waris dan hak wasiat (hukuman tambahan). 
 
2.       Hukuman  yang   dijatuhkan  majelis  hakim 
bagi pelaku perkosaan dibarengi  pembunuhan dalam 
keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus. 
Anak/2016/PN.Crp adalah 10  (sepuluh)  tahun  pen-
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jara,  6 (enam)  bulan  pelatihan kerja dan  membayar 
biaya  perkara  masing-masing Rp. 2.000,-  (dua  ribu). 
Hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara dinilai sudah te- 
pat  mengingat  para  pelaku  menurut undang-undang 
masih tergolong anak sehingga  mendapat keringanan 
berupa ½  (seper  dua)  dari  hukuman maksimal  dita- 
mbah  1/3 (sepertiga)  hukuman pokok  dari hukuman 
terberat  karena  pelaku  melakukan dua  kejahatan da- 
lam waktu bersamaan (concorsus/samenloop). Penu- 
lis kurang sependapat dengan hukuman 6 (enam)  bu- 
lan pelatihan kerja seharusnya penuntut umum  dapat 
mendakwa pelaku dengan hukuman subsider 1 (satu) 
tahun  penjara sehingga majelis hakim dapat menghu- 
kum pelaku  dengan hukuman tersebut  dan  hukuman 
membayar denda Rp. 2.000,-  tidak bernilai ekonomis 
dan tidak rasional. 
Menurut hukum  Islam pelaku perkosaan dibarengi 
pembunuhan sebagaimana pada  keputusan Pen- 
gadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/ 
PN.Crp dianggap telah melakukan jarimah pem- 
bunuhan mirip  sengaja  karena  pelaku  tidak  berniat 
membunuh  tetapi   perkosaan yang dilakukan  pelaku 
mengakibatkan korban  mati.  Hukuman yang  dapat 
diterapkan kepada para  pelaku  adalah hukuman di- 
yatdan  kifarat sebagai  hukuman pokok,  ta’zirsebagai 
hukuman pengganti dan  pemutusan hak  waris  dan 
wasiat sebagai hukuman tambahan. Kongkritnya, 
menurut hukum  Islam hukuman yang patut diberikan 
kepada para  pelaku  adalah denda diberikan  kepada 
ahli waris korban  berupa 100 (seratus) ekor unta atau 
200  (dua  ratus)  ekor sapi atau  2000  (dua  ribu) ekor 
domba, jumlah  hukuman itu  dapat diganti  dengan 
uang  seharga tersebut  dan  memerdekakan seorang 
budak  atau  berpuasa dua  bulan  berturut-turut serta 
hukuman ta’zir berupa jilid dan atau penjara dan atau 
pengasingan dan  atau  pengucilan dan  atau    pence- 
laan  dan  atau  diumumkan dan  atau  nasehat sesuai 
dengan ijtihad hakim. 
Majelis hakim  telah  menggunakan dasar  pertim- 
bangan sesuai  dengan hukum  positif. Dasar  pertim- 
bangan tersebut  antara lain   adalah dakwaan jaksa 
penuntut umum,  keterangan saksi, keterangan terdak- 
wa, barang  bukti, laporan  pembimbing kemasyaraka- 
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